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ABSTRAK

Perkembangan era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, prinsip good
governance menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar — tawar lagi
keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi. Dua variabel terpenting
dari good governance adalah transparansi dan akuntabilitas dalam
tingkat kebijakan dan administrasi anggaran. Semangat desentralisasi,
demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan
dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya
dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan kemandirian
keuangan daerah, serta efektifitas pendapatan asli daerah di
Kabupaten Ngawi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder dengan periode yang dianalisis dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019. Data diperoleh dari DPPKA Kabupaten
Ngawi dan Bapedda Kabupaten Ngawi, alat analisis yang digunakan
adalah analisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, serta
analisis efektifitas. Hasil penelitian ini memberikan gambaran
kemampuan keuangan daerah kurang dari 10 % atau rata — rata sekitar
3,9 %. Berarti selama otonomi daerah di Kabupaten Ngawi sangat
kurang mampu dan masih tergantung pada bantuan dana dari pusat.
Kemandirian keuangan daerah rata — rata 3,51. Berarti selama
otonomi daerah di Kabupaten Ngawi sangat kurang mandiri dan masih
tergantung pada bantuan dana dari pusat. Rata-rata efektifitas
pendapatan asli daerah 6 tahun terakhir tahun 2015 - 2019 adalah
sebesar 110,03 % yang berarti bahwa realisasi pendapatan asli daerah
rata-rata lebih besar 10,03 % dari target yang telah direncanakan.
Efektifitas pendapatan asli daerah sangat baik menjadi batu
loncatan yang penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi
untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, namun
perlu dicermati untuk tahun 2018 dan tahun 2019 realisasi pendapatan
asli daerah di Kabupaten Ngawi yang tidak bisa memenuhi target. Hal
ini disebabkan karena kurang cermatnya beberapa satuan kerja
pemerintah daerah dalam menentukan target, potensi, dan strategi
dalam pengalian pendapatan asli daerah.

Kata kunci; Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah,
Efektifitas PAD
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PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1
Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 tentang “Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU
No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU
No. 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber
penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan”.

Otonomi daerah bertujuan “untuk mewujudkan kemandirian daerah
sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan
pemerintah pusat. Sesuai asas money follows function, penyerahan kewenangan
daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang
sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat”. Hal tersebut dimaksudkan
agar Daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan
pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan
kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka
cita-cita kemandirian Daerah dapat direalisasikan.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan “kemampuan Pemerintah
Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai
sumber pendapatan yang diperlukan daerah” (Halim, 2007). Kemandirian
keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah.
Diadakannya otonomi daerah diharapkan masing- masing daerah dapat mandiri
dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan
keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-
masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan
Asli  Daerah (PAD) yang diperoleh tiap Pemkab/Pemkot. Semakin besar PAD
dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka
Pemkab/Pemko tersebut dapat dikatakan mandiri (Muliana,2008). PAD itu
sendiri “merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian
keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas PAD tersebut dengan
membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD”.

PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-
benar diambil dari daerah itu sendiri sehingga dapat menggambarkan kondisi
administrasi riil daerah. Ruang lingkup penelitian ini pada tingkat Kabupaten
(studi kasus pada Kabupaten Ngawi) menunjukkan Kabupaten/Kota sebagai
daerah otonom. Sedangkan pengamatan dipakai periode 2006 — 2010 yang
merupakan periode masa kerja Bupati/Wakil Bupati Ngawi yang dipilih langsung
masyarakat Ngawi untuk tahap kedua.

Otonomi daerah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah.
Ukuran analisis kemandirian keuangan daerah merupakan faktor penting dalam
menentukan keberhasilan dan manfaat penganggaran (APBD). Nilai variabel
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kemandirian keuangan daerah akan menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi
kinerja APBD. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan mengkaji
mengenai besaran tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ngawi
selama kurun waktu tahun 2007 — 2011, trend kemandirian keuangan daerah
Kabupaten Ngawi selama kurun waktu tahun 2007 — 2011, dan upaya-upaya
apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah
Kabupaten Ngawi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif
yang memberikan deskripsi tentang tingkat kemandirian keuangan daerah di
Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian
yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan
atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Menurut Usman & Akbar
(2004:4) “penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi
tertentu”.

Dengan kata lain penelitian ini ‘bertujuan untuk menggambarkan sifat
sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini lebih
mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan
(verstehen) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa
interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti
sendiri” (Usman & Akbar 2004 : 81).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan daerah pada tahun
2016 sampai tahun 2019 kurang dari 10 % atau rata — rata sekitar 3,39 %. Berarti
selama terjadi otonomi daerah di Kabupaten Ngawi belum optimal. Hal tersebut
dapat dijelaskan karena daerah belum siap dengan adanya implementasi kebijakan
otonomi daerah. Selain itu, daerah belum menggali sumber-sumber keungan
daerah yang ada secara optimal, sehingga daerah dan masyarakat masih
bergantung pada pemerintah pusat. Pola kecenderung menurun Kkarena
pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak berbanding lurus dengan total
pendapatan daerah, untuk informasi lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi

PAD TPD KPKD
No Tahun m— —

Nilai Nilai %
1 2016 13.402.502.253,82 367.536.151.254,82 3,65
2 2006 20.248.384.420,48 547.960.209.812,88 3,70
3 2007 20.735.830.465,98 610.883.125.455,98 3,39
4 2008 23.670.907.767,01 717.094.445.315,01 3,30
5 2009 25.574.548.123,83 797.425.759.150,83 3,21

Administrasi Publik | TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KAB.

NGAWI TAHUN 2015 - 2019

page:
3



6 2019 27.489.942.064,49 887.001.554.928,49 3,10
Rata-Rata 3,39
Sumber  :DPPKA Kabupaten

Keterangan :

KPKD : Kemamapuan Keuangan Daerah.
PAD  :Pendapatan Asli Daerah.

TPD  : Total Pendapatan Daerah.

Analisis Efektifitas

Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi
dihitung dengan dengan rumus (Insukindro, dkk;1994:22). Apabila
perhitungan efektivitas pajak tersebut menghasilkan angka 100 % atau
lebih, maka pendapatan asli daerah semakin efektif, dengan kata lain
kinerja pemungutan pendapatan asli daerah tersebut di Kabupaten Ngawi
semakin baik. Hasil analisis berdasarkan data target dan realisasi
pendapatan asli daerah tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah seperti
terinci pada tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 1.2 Hasil Efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi

No Tahun Target PAD Realisasi PAD Efektifitas
Nilai Nilai %

1 2016 12.974.960.967,79 13.402.502.253,82 103,30

2 2006 16.097.673.751,00 20.248.384.420,48 125,78

3 2007 21.106.223.831,48 20.735.830.465,98 98,25

4 2008 18.422.259.666,51 23.670.907.767,01 128,49

5 2009 22.837.442.813,08 25.574.548.123,83 111,99

6 2019 29.759.512.850,00 27.489.942.064,49 92,37
Rata-Rata 110,03

Sumber  :DPPKA Kabupaten Ngawi (diolah)

Dilihat dari tabel 5.10 rata-rata efektifitas pendapatan asli daerah 6
tahun terakhir tahun 2016 - 2019 adalah sebesar 110,03 % yang berarti
bahwa realisasi pendapatan asli daerah rata-rata lebih besar 10,03 % dari
target yang telah direncanakan dan pola kecenderungan tidak stabil (naik
turun) bisa dilihat Gambar 5.4. Efektifitas pendapatan asli daerah sangat
baik menjadi batu loncatan yang penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Ngawi untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, Namun
perlu dicermati untuk tahun 2007 Itu disebabkan karena kurang cermatnya
beberapa satuan kerja pemerintah daerah dalam menentukan target, potensi,
dan strategi dalam pengalian pendapatan asli daerah terutama pada
pendapatan restribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang tidak
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memenuhi target (lihat pada lampiran 3), begitu pula pada tahun 2019
realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi yang tidak bisa
memenubhi target terutama pada pendapatan restribusi daerah, lain-lain PAD
yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang
tidak memenuhi target (lihat pada lampiran 6).

Pada tahun 2006 nilai efektifitas yang tinggi dikarenakan
pendapatan asli daerah dari lain-lain PAD yang sah yang melebihi target
hampir tiga kali lipat (lihat pada lampiran 2), sedangkan pada tahun 2008
juga terjadi nilai efektifitas yang tinggi dikarenakan target pada pendapatan
restribusi daerah yang diturunkan dari target tahun 2007 ternyata bisa
melebihi dari realisasi tahun 2007, selain itu lain-lain PAD yang sah juga
melebihi target hampir dua kali lipat (lihat pada lampiran 4), Hasil analisis
data sesuai dengan hipotesis yang menyatakan efektivitas pendapatan asli
daerah di Kabupaten Ngawi rata-rata lebih besar dari 100 % (sangat
efektif).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode pooled least square menggunakan

pendekatan fixed effect dan mengacu pada pembahasan yang telah dipaparkan

pada bab V melalui beberapa variabel yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah,
pajak, belanja modal, pendapatan perkapita, jumlah penduduk, dan sumber daya
alam, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak (PJK) berpengaruh positif dan signifikan, hal ini berarti semakin tinggi
pendapatan dari pajak maka tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi
di Provinsi Jawa Timur akan meningkat. Belanja modal (BM) memberikan
pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan
Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur. Besarnya belanja modal yang
digunakan akan mengurangi tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi
di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan perkapita (PP) memberikan pengaruh
positif dan signfikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten
Ngawi di Provinsi Jawa Timur, sehingga kenaikan pendapatan perkapita dapat
tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Jumlah penduduk (JP) memberikan pengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa.
Timur. Banyaknya jumlah penduduk akan menaikkan tingkat kemandirian
keuangan daerah.

3. Sumber daya alam (SDA) atau distribusi sektor pertanian dan pertambangan
pada PDRB Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa tidak berpengaruh
signifikan, hal ini berarti sumber daya alam tidak memberikan
pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi di
Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa
secara simultan semua variabel memberikan pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi di
Provinsi Jawa Timur.
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